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ABSTRACT

This research is entitled "Quality of e-Padusankerja Services at the Departement of
Manpower and Transmigration of South Sumatera Province During the Covid-19 Pandemic
In 2021". The background of this study is not the maximum use of the e-padusankerja website
(Electronic labor complaints) so that the public or the reporter still has to complain directly
to the Department of manpower and Transmigration of South Sumatera province and the
accumulation of incoming complaint letters. The purpose of this study was to determine the
quality of e-padusankerja services at the Departement of Manpower and Transmigration of
South Sumatera Province during the Covid-19 pandemic in 202 1. This study uses qualitative
methods. This study uses the theory of Zeithaml, Parasuraman and Berry which is measured
using five dimensions of public service quality, namely physical evidence, reliability,
responsiveness, assurance, and empathy. Data collection techniques used are observation,
interviews, documentation, and library studies. From the resulls of research and discussion
of the conclusion that the quality of e-padusankerja service from the Departement of
Manpower and Transmigration of South Sumatera Province during the Covid-19 pandemic
in 2021 on the dimensions of physical evidence, reliability, responsiveness, and empathy can
be said to be good even though it has not been maximized. Meanwhile, in the dimension of
Service Quality Assurance is not good. The results of this study recommend that the
Disnakertrans South Sumatera should provide a clear time certainty of the results of the
settlement of complaints so that the public as the applicant does not have to wait for a long

time and uncertain.

Keywords: Department of Manpower and Transmigration of South Sumatera pro vince, e-
padusankerja, quality of Service.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kualitas Pelayanan e-Padusankerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021".
Adapun latar belakang dani penclitian ini adalah belum maksimalnya penggunaan websire e-
padusankerja (Pengaduan Permasalahan Ketenagakerjaan Elektronik) schingga masyarakat
atau pelapor masih harus melakukan pengaduan secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan serta adanya penumpukan surat pengaduan yang
masuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan e-padusankerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi
Covid-19 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini
menggunakan teori Zeithaml, Parasuraman dan Berry yang di ukur menggunakan lima
dimensi kualitas pelayanan public yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, serta
empati. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan obscrvasi, wawancara,
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dari hasil penclitian dan pembahasan mengenai
kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan e-padusankerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 pada
dimensi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, dan empati sudah dapat dikatakan baik
meskipun belum maksimal. Sedangkan, pada dimensi jaminan kualitas pelayanannya kurang
baik. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya Disnakertrans Sumsel
memberikan kepastian waktu yang jelas dari hasil penyelesaian pengaduan schingga
masyarakat selaku pemohon tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama dan tidak pasti.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, e-
padusankerja, Kualitas Pelayanan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai penggerak sistem pemerintahan mempunyai dua fungsi utama,
yaitu fungsi peraturan dan fungsi pelayanan. Keberhasilan suatu pemerintahan, dapat dilihat
dari tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun pelayanan yang
diberikan oleh birokrat telah mendapatkan citra buruk di mata masyarakat. Prosedur yang
berbelit, lambat, waktu yang lama dan tidak adanya kepastian penyelesaian sudah menghiasi
wajah pelayanan di Indonesia. Buruknya pelayanan publik yang cenderung jalan di tempat,
menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cenderung rendah. Citra buruk
pelayanan publik di mata masyarakat, mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan.
Pada era reformasi birokrasi sekarang ini, sudah ada perbaikan dalam bidang pelayanan
sebagai bentuk guna memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

dengan menciptakan pelayanan sehingga lebih adil, merata, efektif, efisien dan transparan.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang
baik (good governance) hal ini menunjukkan cara bagaimana pemerintah dapat mengelola
kepentingan publik dengan baik. Dalam hal mewujudkan good governance, sejatinya
pemerintah di Indonesia perlu mereformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor
publik. Reformasi kelembagaan dalam hal ini mencakup pembenahan seluruh alat
pemerintahan di daerah dari struktur sampai infrastruktur. Fokus utama yang menandakan
kesuksesan dalam reformasi kelembagaan tersebut berawal dari pemberdayaan masing-
masing elemen di Daerah, seperti publik yang menjadi stakeholder, Pemerintah Daerah
sebagai Eksekutif, serta DPRD yang menjadi shareholder. Sebagaimana fokus dari
reformasi manajemen sektor publik maka Pemerintah Daerah wajib menjadi agen utama bagi

masyarakat, serta pemimpin dan penjaga atas aturan bersama.



Pemerintah Daerah wajib mempraktikkan aktivitas pemerintah yang transparan dan
tidak dirahasiakan. Kinerja Pemerintah Daerah tidak bisa tertutup pada resiko, Pemerintah
Daerah harus inovatif yang berani mengambil resiko dalam batas yang dapat di toleransi,
serta pelayanan yang gesit dan fleksibel. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali
pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip "clean government” dan "good governance",
yang secara umum dianggap sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
masyarakat yang sangat baik. Dalam hal ini, inisiatif utama pemerintah adalah untuk
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka pembinaan Aparatur Negara. Sebagaimana

yang diatur dalam Perpres No. 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi:

“Seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda)
ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi.
Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki
kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi
pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan”.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi, jika dilakukan dengan benar, antara
lain menjadikan birokrasi Indonesia lebih proaktif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi
globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis, peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat, pengurangan dan penghapusan penyalahgunaan wewenang publik. kewenangan
oleh pejabat di instansi terkait, menjadikan negara sebagai birokrasi yang paling baik, dan
meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program instansi. Namun,
jika tidak diimplementasikan, reformasi birokrasi hanya akan mengakibatkan
ketidakmampuan birokrasi untuk menghadapi kompleksitas abad ke-21 yang semakin
meningkat secara eksponensial, serta permusuhan, pengalaman traumatis, penurunan
kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan kemungkinan gagalnya mencapai tata

pemerintahan yang baik.



Apabila kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik, maka reformasi birokrasi tidak akan lepas dari pelayanan
publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sesuai
dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ruang lingkup pelayanan publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

“(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa
publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,
perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya”

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan
bahwa penyelenggara dari pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian terhadap
kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Penilaian
terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator
yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan penyempurnaan

organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelayanan publik akan optimal jika pemerintah mampu menjangkau secara
spesifik kebutuhan publik itu sendiri. Maka pemerintah membentuk organisasi
penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaraan
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan

pelayanan publik.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan



ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Disnakertrans Sumsel menaungi Penduduk Usia
Kerja pada akhir tahun 2020 sejumlah 6.307.000 orang atau 74,49% dari jumlah penduduk
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 (hasil SP 2020) 8.467.432, dengan jumlah angkatan
kerja sebanyak 4.329.700 orang atau 68,65%. Pekerja yang menjadi obyek Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdata sebanyak 464.647 pekerja.
Perusahaan Kecil /JUMKM yang beroperasi ada 4421 perusahaan, untuk Perusahaan Sedang
yang terdaftar sebanyak 1.921 perusahaan dan yang melakukan usahanya di Provinsi

Sumatera Selatan berjumlah 926 perusahaan merupakan Perusahaan Besar.

Tabel 1. Data Pndduk

Penduduk Usia Kerja 5.933.800 6.025.900 6.122.000 6.307.000

' Angkatan Kerja 4.123.700 4.139.000 4.154.400 4.329.700
Bekerja 3942500 3.963.900 3.968.500 4.091.341
Pengangguran 181.100 175.100 185.900 238.359

'Bukan Angkatan kerja 1.810.100 1.886.900 1.967.600 1.977.300
Sekolah 501400 497.700 514.000 516.534
Mengurus Rumah Tangga 1.103.800 1.154.100 1.204.200 1.210.137
Lainnya 204900 235200 249400  250.630

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Terlebih lagi pada tahun 2021 ini menjadi tahun yang sulit karena adanya Virus Covid-
19 yang membuat proses pelayanan publik di Indonesia menjadi terhambat. Sehingga,
berdasarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat sebagai PSBB
yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi laju penularan virus Covid-19. Aturan
PSBB ini juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pendapatan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan
Presiden (Keppres) tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret
2020. Dalam peraturan tersebut berisi mengenai strategi pemerintah dalam menangani

penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, dan pembatasan ini hanya berlaku untuk aktivitas



tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi virus Covid-19. Tujuannya adalah
untuk mencegah kemungkinan tersebar luasnya virus covid-19 ini. Pada situasi seperti ini,
tidak jarang pimpinan instansi mengalami kecemasan karena tidak dapat mengawasi 100%
di tempat kerja karena pada masa Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh pegawai harus
kerja secara daring, sehingga hal ini berdampak pada kinerja ASN yang juga melayani aduan

masyarakat secara daring.

Tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan kinerja birokrasi publik telah
menjadi agenda publik pada saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan dampak yang
signifikan terhadap proses pelayanan itu sendiri. Pemerintah daerah baik kabupaten maupun

kota diharuskan fokus terhadap pembenahan kualitas pelayanan publik.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan (Disnakertrans Sumsel), mereka membuktikan telah mereformasi
birokrasinya dalam hal pelayanan pengaduan kerja dengan membuat e-padusankerja
(Pengaduan Permasalahan Ketenagakerjaan Elektronik) pada tahun 2021 yang diakses
secara daring. e-padusankerja ini merupakan sistem pengaduan permasalahan
ketenagakerjaan elektronik berbasis website dari inovasi yang dihadirkan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Pengadaan e-padusankerja (Pengaduan
Permasalahan Ketenagakerjaan Elektronik) diharapkan dapat meminimalisir terjadinya
penumpukan surat masuk dan lonjakan antrian dari tenaga kerja, dikarenakan faktor umum

dibuatnya pelayanan daring tersebut guna mencegah penularan virus Covid-19.

Pada e-padusankerja ini masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait dengan upah,
pesangon, hubungan kerja, PHK, kontrak kerja dan lain sebagainya yang terkait dengan

tenaga kerja. Masyarakat juga hanya perlu mengakses pengaduan secara daring melalui



website disnakertrans.sumselprov.go.id dan nanti akan ada laman atau fitur e-pengaduan
yang bisa masyarakat gunakan untuk melakukan pengaduan secara online. Cara pengaduan
e-padusankerja ini akan diminta untuk mengisi beberapa identitas diri seperti nama lengkap,
email, alamat lengkap, dan berkas lainnya yang mendukung pengaduan tersebut, apabila data
telah lengkap maka akan segera diproses oleh pihak Disnakertrans Sumsel. Pegawai yang
ditugaskan untuk mengelola e-padusankerja ini terdapat dua orang, dimana dari kedua
pegawai ini merupakan staff bagian umum dan kepegawaian, yang artinya e-padusankerja
ini menjadi tugas tambahan bagi pegawai tersebut. Berikut rekapitulasi penggunaan e-

padusankerja pada tahun 2021:

Tabel 2. Rekapitulasi Pengaduan e-padusankerja

BULAN (2021) JUMLAH PENGADUAN
Juli 1 orang
Agustus 3 orang
September -
Oktober -
November -
Desember 1 orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Keberhasilan pelayanan Disnakertrans Sumsel sangat ditentukan oleh kinerja tiap
bidang yang diwujudkan dalam pelayanan yang diberikan. Menurut hasil pra-survey peneliti
mengetahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
memiliki permasalahan dalam pelayanan pada masa Covid-19 yaitu belum maksimalnya
penggunaan aplikasi e-padusankerja (Pengaduan Permasalahan Ketenagakerjaan
Elektronik) sehingga masyarakat/pengadu masih harus melakukan pengaduan secara
langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan serta adanya

penumpukan surat pengaduan yang masuk.

Kualitas pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera

Selatan menjadi kajian penting dalam penelitian ini karena dengan pengukuran kualitas



pelayanan dapat diketahui melalui berbagai indikator yang mendukung kualitas pelayanan
tersebut, maka akan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kualitas

pelayanan dari instansi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “KUALITAS PELAYANAN E-PADUSANKERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021~

B. Perumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang yang sudah dijelaskan maka diperoleh suatu
perumusan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana Kualitas Pelayanan e-padusankerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Tahun 2021?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah ”Untuk mengetahui kualitas pelayanan e-padusankerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam

melengkapi dan mengembangkan IImu Administrasi Publik terkait dengan pelayanan publik.



2. Secara Praktis

a.  Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan gambaran mengenai
variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik
berbasis online dalam rangka mewujudkan pelayanan yang memberikan kepuasan bagi

masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

b.  Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian

selanjutnya yang serupa yaitu mengenai pelayanan publik yang ada di Indonesia.

c.  Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan,
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
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